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Abstract: This study examines the legal robustness of the Sale and Purchase 

Binding Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) in property 

transactions, with particular emphasis on circumstances where the developer is 

declared bankrupt. Employing a normative legal research design, the study relies on 

secondary legal materials and qualitative analysis to assess applicable legal doctrines, 

statutory frameworks, and judicial principles governing PPJB. The analysis 

demonstrates that PPJB functions as a preliminary contractual instrument between 

developers and purchasers, typically concluded prior to project completion and 

frequently executed in notarial form to strengthen its evidentiary value. Two 

principal categories of PPJB are identified, namely fully paid and partially paid 

agreements. The findings indicate that a fully paid PPJB executed before a notary 

prior to the declaration of bankruptcy provides a strong legal position for buyers and 

enables the agreement to be excluded from the bankruptcy estate. In contrast, a 

partially paid PPJB, particularly one not formalized through a notarial deed and 

where the buyer has not yet obtained effective control over the property, offers limited 

legal protection and places the buyer in a weaker position within bankruptcy 

proceedings. This study contributes to the development of legal scholarship by 

clarifying the differential legal consequences of PPJB classifications in bankruptcy 

contexts and reinforcing the role of notarial instruments in enhancing contractual 

certainty. Practically, the findings provide guidance for purchasers, legal 

practitioners, and policymakers by emphasizing the importance of notarial execution 

and payment completion as preventive legal strategies to mitigate risks arising from 

developer insolvency. 
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PENDAHULUAN 
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial masyarakat, 

jangkauan interaksi antarindividu juga semakin meluas, terutama dalam bidang ekonomi 
yang melibatkan nilai komersial. Salah satu bentuk hubungan tersebut tercermin dalam 

aktivitas perikatan atau perjanjian(Gumanti, 2020). Dalam konteks ini, terdapat 
sejumlah pihak yang saling berinteraksi dan mengikatkan diri melalui perjanjian, di 
mana fokus penelitian ini diarahkan pada aspek perolehan hak atas tanah. 

Menurut (Lubis, 2022) perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang 
menyebabkan satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Sementara itu, 

(Istiawati, 2021) mengadaptasi rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu 
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kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling berkomitmen untuk melaksanakan 
suatu hal dalam ranah harta kekayaan. Suatu perjanjian dapat dianggap sah dan 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila telah memenuhi ketentuan sahnya 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menjadi dasar 
terbentuknya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat(Ratnaningsih & 

Dewi, 2024). 
Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan 

bahwa jual beli tanah merupakan suatu bentuk perjanjian di mana penjual berjanji untuk 
menyerahkan hak atas tanah kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk 

membayar harga yang telah disepakati kepada penjual(Arifin, 2020). Namun demikian, 
berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah, ditegaskan bahwa proses jual beli tanah harus dilaksanakan sesuai 
dengan asas tunai dan terang. Artinya, transaksi harus dilakukan secara langsung dengan 

pembayaran penuh dan disertai pernyataan yang jelas di hadapan pejabat berwenang 
agar sah secara hukum(Umar, 2021). 

Dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan transaksi jual beli 
tanah tidak dapat dilaksanakan secara tunai dan terang sesuai waktu yang diinginkan 
oleh para pihak. Situasi ini mengakibatkan akta jual beli belum dapat dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akibatnya, pihak penjual harus menunda pelaksanaan 
penjualan tanah, dan pihak pembeli pun harus menangguhkan keinginannya untuk 

memperoleh hak atas tanah tersebut hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Berdasarkan 
kondisi tersebut, serta demi menjaga kelancaran dan ketertiban administrasi pertanahan 

sebagaimana kewajiban setiap pihak yang memperoleh hak atas tanah untuk 
mendaftarkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku muncul suatu inovasi hukum 
berupa pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB ini berfungsi 

sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat kedua belah pihak sebelum pelaksanaan 
jual beli secara sah di hadapan PPAT (Asfani et al., 2023). 

Menurut (Manisa & Putri, 2020), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 
merupakan suatu bentuk perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian 

pendahuluan dengan bentuk yang bersifat bebas sesuai kesepakatan para pihak. 
Sementara itu, (Saraswita, 2020)menjelaskan bahwa PPJB adalah perjanjian yang dibuat 
antara penjual dan pembeli sebelum pelaksanaan jual beli atau sebelum 

penandatanganan Akta Jual Beli (AJB). Hal ini disebabkan adanya beberapa persyaratan 
yang belum terpenuhi, seperti sertipikat tanah yang masih dalam proses atau 

pembayaran harga yang belum diselesaikan secara penuh. Berdasarkan kedua pandangan 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang 

disusun untuk mengikat para pihak sebelum dilaksanakannya perjanjian utama (AJB), 
sehingga memberikan kepastian hukum sementara hingga seluruh syarat jual beli 
terpenuhi(Prawira et al., 2022). 

Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, sering muncul berbagai persoalan 
hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang didasarkan pada Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB). Salah satu permasalahan yang kerap terjadi ialah ketika 
Developer atau pengembang, selaku pihak penjual, dinyatakan pailit, sehingga seluruh 

harta kekayaannya masuk ke dalam boedel pailit. Kondisi tersebut menimbulkan 
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dampak signifikan bagi para pembeli, baik yang telah melunasi pembayaran maupun 
yang belum melunasinya, karena kedudukan hukum mereka menjadi lemah dan harus 

terlibat dalam proses kepailitan pengembang. Akibatnya, pembeli sering kali mengalami 
kerugian, baik dalam bentuk kehilangan hak atas objek jual beli maupun ketidakpastian 
hukum atas kepemilikan tanah atau bangunan yang telah diperjanjikan. 

Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah permasalahan 
hukum yang muncul dalam penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya calon pembeli rumah atau tanah 
yang melakukan transaksi dengan sistem tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pembeli memahami secara lebih komprehensif mengenai mekanisme dan 
implikasi hukum dari penggunaan PPJB, serta memberikan alternatif penyelesaian 

apabila telah terlanjur terikat dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, 

penelitian ini dirumuskan dalam dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana 
pengaturan hukum mengenai perjanjian pengikatan jual beli tanah atau rumah di 

Indonesia; dan kedua, bagaimana kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli 
apabila di kemudian hari pengembang selaku penjual dinyatakan pailit oleh pengadilan. 

LANDASAN TEORI 

Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata 
Teori perjanjian menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan hubungan 

hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa 

hak dan kewajiban(Harat et al., 2023). Keabsahan perjanjian ditentukan oleh 
terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebagaimana dirumuskan dalam hukum 

perdata. Dalam konteks PPJB, teori ini menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian 
tersebut memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertahankan secara hukum, khususnya 
ketika terjadi peristiwa hukum lanjutan seperti kepailitan. PPJB dipahami sebagai 

perjanjian pendahuluan yang bersifat obligatoir, sehingga belum secara langsung 
mengalihkan hak atas objek, tetapi menciptakan kewajiban hukum untuk melaksanakan 

perjanjian utama di kemudian hari. 

Teori Kepastian Hukum 
Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan 

perlindungan hukum bagi subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Kepastian 
hukum tercapai apabila norma hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi 

akibat hukumnya(Setiawan & Markoni, 2024). Dalam kaitannya dengan PPJB, 
kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh bentuk perjanjian, khususnya apakah PPJB 
dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris serta status pelunasan pembayaran. 

Teori ini relevan untuk menjelaskan perbedaan kekuatan hukum antara PPJB lunas dan 

PPJB belum lunas, terutama dalam menentukan kedudukan pembeli ketika developer 

dinyatakan pailit. 

 Teori Perlindungan Hukum 
Teori perlindungan hukum berpijak pada gagasan bahwa hukum harus 

memberikan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lemah dalam suatu 
hubungan hukum(Aulia et al., 2024). Dalam transaksi properti, pembeli sering kali 

berada pada posisi yang lebih rentan dibandingkan developer, terutama dalam skema 
pre-project selling. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana 
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PPJB mampu memberikan perlindungan hukum bagi pembeli, baik melalui pengaturan 
kontraktual maupun melalui instrumen hukum lain seperti akta notaris dan ketentuan 

kepailitan. Penerapan teori perlindungan hukum membantu menjelaskan perlunya 
mekanisme preventif agar hak pembeli tetap terlindungi ketika terjadi wanprestasi atau 
kepailitan pihak developer. 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum 

normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library 

research) sebagai sumber utama pengumpulan informasi. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, yaitu menjelaskan secara sistematis hasil penelitian sesuai dengan permasalahan 
dan tujuan yang telah dirumuskan, kemudian dilakukan kajian berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, analisis dilakukan 
menggunakan pendekatan normatif kualitatif, di mana data disajikan dan dianalisis 

dengan mengacu pada teori-teori hukum serta norma hukum positif. Tahapan analisis 
tersebut diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik 
kesimpulan umum dari hasil analisis terhadap data dan kajian yang telah dipaparkan 

(Wahid, 2022). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu bentuk inovasi hukum 

yang diperkenalkan oleh kalangan notaris sebagai solusi untuk menjaga kelancaran serta 
ketertiban administrasi dalam transaksi jual beli, khususnya bagi para pihak yang belum 

dapat memenuhi asas tunai dan terang pada saat transaksi dilakukan. Meskipun PPJB 
tidak memiliki pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, istilah 

ini telah diadopsi dalam beberapa regulasi, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
2016 mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Harpinsyah & 

Darmansyah, 2022). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sistem PPJB 
merupakan bagian dari proses kesepakatan antara pihak pembeli dengan pelaku 

pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang dituangkan dalam bentuk perjanjian 
pendahuluan jual beli, yang dibuat sebelum dilakukannya penandatanganan akta jual 

beli (AJB) (Mubarrak et al., 2023). 
Berdasarkan penjelasan tersebut, secara sederhana PPJB dapat dipahami sebagai 

kesepakatan awal antara calon penjual dan calon pembeli untuk melaksanakan jual beli 

atas suatu objek, umumnya berupa benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, 
pada waktu yang akan datang setelah seluruh syarat terpenuhi. 

Tujuan dari PPJB adalah untuk mengikat calon penjual agar pada saat yang telah 
diperjanjikan ia akan menjual benda/hak miliknya kepada calon pembeli dan pada saat 

yang sama perjanjian tersebut juga mengikat calon pembeli untuk membeli benda 
ataupun hak milik calon penjual, sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan para 
pihak. Sifat mengikat ini akan terjadi apabila PPJB dibuat sesuai dengan syarat sah 

perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata(Mubarrak et al., 2023). 
Terdapat 2 (dua) jenis dalam perjanjian pengikatan jual beli yaitu, Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli Belum Lunas, memiliki arti bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
yang baru merupakan janji-janji karena harganya belum dilunasi. Kemudian ada 
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Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang sudah 
dilakukan secara lunas, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) karena ada proses yang belum selesai, 
misal pemecahan sertifikat, dan lainnya (Bt Tolo et al., 2024). 

Perbedaan antara PPJB lunas dan PPJB tidak lunas terletak pada isi serta kekuatan 

hukum yang melekat di dalamnya. Dalam PPJB lunas, biasanya terdapat klausula 
pemberian kuasa yang bersifat mutlak, di mana pembeli memperoleh kewenangan penuh 

untuk menjamin pelaksanaan haknya atas objek jual beli. Kuasa tersebut tidak dapat 
dibatalkan dengan alasan apa pun dan tetap berlaku meskipun salah satu pihak 

meninggal dunia, karena hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut beralih kepada 
ahli waris(Rosalind & Dewi, 2022). Sebaliknya, dalam PPJB tidak lunas, terdapat 

klausula bersyarat yang mengatur kemungkinan pembatalan perjanjian apabila terjadi 

keadaan tertentu, seperti pembeli membatalkan transaksi di tengah proses pembayaran 
atau tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (Dewi & Dewi, 2020). 

Dasar hukum yang mengatur Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) berpedoman 
pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai 

syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal tersebut menyebutkan bahwa agar suatu perjanjian 
dinyatakan sah, harus dipenuhi empat unsur, yaitu: adanya kesepakatan antara para 

pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, objek perjanjian 
yang jelas, serta sebab yang halal(Arthadana, 2020). Apabila seluruh syarat tersebut 
terpenuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka perjanjian tersebut 

memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Sebaliknya, jika syarat 
subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila 

syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Selain itu, PPJB 
juga wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam isi 

PPJB itu sendiri, agar perjanjian tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang 
sempurna (Agustian, 2020). 

Selanjutnya, Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

menyebutkan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah 
mereka mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum 

diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu 

transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara 
penjual dan pembeli terkait objek serta harga barang, tanpa harus menunggu penyerahan 

barang atau pelunasan pembayaran. Dengan demikian, baik penjual maupun pembeli 
memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi isi dan substansi perjanjian yang telah 

disepakati Bersama (Rizki et al., 2025). 
Namun, kewajiban yang melekat pada para pihak dalam perjanjian tidak hanya 

terbatas pada hal-hal yang secara eksplisit tercantum dalam kesepakatan, melainkan juga 

mencakup ketentuan yang bersumber dari kepatutan, kebiasaan, serta ketertiban umum. 
Oleh karena itu, dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dituangkan dalam 

akta otentik untuk menjamin kepastian hukum, perlu dipenuhi syarat-syarat sahnya 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, terdapat pula 

persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan akta otentik di 
hadapan notaris agar keabsahan dan kepastian hukum akta tersebut dapat terjamin 

secara menyeluruh (Salsabila, 2024). 
Karena PPJB merupakan bentuk perjanjian pendahuluan, maka di dalamnya 

umumnya tercantum janji-janji antara para pihak yang memuat ketentuan mengenai 
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syarat-syarat jual beli yang nantinya akan dilaksanakan apabila seluruh ketentuan telah 
terpenuhi. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Herlin Budiono, yang menjelaskan 

bahwa PPJB merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian 
pendahuluan dengan bentuk yang tidak baku atau bebas, sehingga dapat digolongkan 
sebagai perjanjian awal sebelum pelaksanaan perjanjian pokok atau utama (Husain & 

Lahae, 2022). Dengan demikian, PPJB dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang 
bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk 

melaksanakan prestasi di kemudian hari. 
Perjanjian obligator merupakan bentuk perjanjian di mana para pihak sepakat 

untuk mengikatkan diri dalam melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak 
lainnya. Dengan demikian, pembuatan PPJB pada dasarnya belum menyebabkan 

beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Tahap ini masih 

bersifat sebagai kesepakatan awal yang nantinya harus dilanjutkan dengan perjanjian 
penyerahan (levering), yaitu melalui penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hal tersebut, PPJB bersifat 
sementara, artinya perjanjian ini hanya mengikat sementara antara penjual dan pembeli 

selama menunggu proses pembuatan AJB di hadapan PPAT(Tanaya 2023a). 
Dalam praktiknya, terdapat dua tahapan utama yang dilalui para pihak, yaitu PPJB 

Hak Atas Tanah yang dibuat di hadapan Notaris, serta Perjanjian Jual Beli (PJB) atau 
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT. Perbedaan mendasar antara 
keduanya terletak pada perpindahan hak atas objek perjanjian. Dalam PPJB, 

perpindahan hak atas barang atau objek baru akan terjadi di masa mendatang, sedangkan 
dalam AJB, perpindahan hak tersebut terjadi pada saat perjanjian ditandatangani. Dalam 

konteks jual beli tanah dan/atau bangunan, hak kepemilikan atas tanah baru resmi 
berpindah setelah AJB ditandatangani di hadapan PPAT sebagai pejabat yang 

berwenang. 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPJB lunas dan PPJB tidak lunas. Untuk menilai 

validitas dan kekuatan hukum dari kedua jenis perjanjian tersebut dalam memberikan 
jaminan perlindungan bagi para pihak, terutama bagi pembeli, maka analisis dilakukan 

berdasarkan dua situasi berbeda. 
Pada situasi ideal, PPJB seharusnya dibuat di hadapan Notaris, karena hal tersebut 

memberikan jaminan kepastian, keamanan, dan perlindungan hukum bagi kedua belah 
pihak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) yang menyatakan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris 

merupakan akta otentik, serta diperkuat oleh Pasal 1870 KUH Perdata yang menegaskan 
bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara hukum. 

Adapun substansi yang termuat dalam PPJB lunas yang dibuat di hadapan Notaris 

meliputi beberapa ketentuan penting (Putri, 2017), yaitu: 

1. Dalam PPJB lunas wajib terdapat klausula pemberian kuasa; 
2. Pihak pembeli diberikan kuasa yang bersifat mutlak sebagai bentuk perlindungan 

terhadap haknya dalam pelaksanaan transaksi jual beli, yang tidak dapat berakhir 

karena alasan apa pun; dan 
3. Perjanjian tersebut tetap sah meskipun salah satu pihak meninggal dunia, karena hak 

dan kewajiban beralih kepada ahli waris atau penerima haknya, yang selanjutnya 
wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam akta PPJB sampai 

tujuan pembuatannya benar-benar tercapai. 
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Adapun materi yang tercantum dalam PPJB tidak lunas yang dibuat di hadapan 
notaris pada dasarnya berisi pengaturan mengenai tindakan yang harus diambil apabila 

transaksi jual beli gagal dilaksanakan. Misalnya, dalam hal pembeli membatalkan 
pembelian atau tidak mampu melunasi pembayaran dalam batas waktu yang telah 
ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian. 

 

Tabel 1. Perbedaan antara PPJB Lunas dan PPJB Tidak Lunas 

No Aspek Perbandingan PPJB Lunas PPJB Tidak Lunas 

1 
Status perjanjian sebagai 
pengikat para pihak 

Telah berstatus lunas dan 
mengikat penuh antara para 

pihak 

Masih dalam tahap 
pembayaran atau belum 

lunas sepenuhnya 

2 

Pemberian kuasa khusus 

sebagai jaminan 
pelaksanaan hak pembeli 

Dilengkapi dengan kuasa 

khusus yang bersifat mutlak 
untuk menjamin hak 

pembeli 

 Tidak terdapat 
pemberian kuasa khusus 

3 
Status kepemilikan hak 
atas objek perjanjian 

Hak atas objek telah 

sepenuhnya menjadi milik 
pembeli 

Kepemilikan belum sah 

karena belum memenuhi 
syarat pelunasan 

4 
Kondisi apabila pihak 

Developer dinyatakan pailit 

Objek tidak dapat 
dimasukkan ke dalam 

boedel pailit 

Objek dapat dimasukkan 

ke dalam boedel pailit 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua jenis PPJB memiliki 
keabsahan hukum bagi para pihak yang terlibat. Namun, dalam situasi tertentu seperti 
ketika Developer dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, maka PPJB yang telah 

lunas memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat untuk dikecualikan dari harta pailit 
(boedel pailit). Hal ini disebabkan karena dalam PPJB lunas, pihak pembeli memperoleh 

kuasa khusus dari penjual yang dapat dijadikan landasan hukum untuk pembuatan Akta 
Jual Beli (AJB). Melalui AJB tersebut, dapat dilakukan pemecahan sertifikat tanah serta 

peralihan hak kepemilikan atas nama pembeli. Oleh karena itu, jika di kemudian hari 
Developer dinyatakan pailit, maka objek yang telah dialihkan kepemilikannya tersebut 

tidak akan termasuk dalam boedel pailit, karena hak atas tanah atau bangunan telah sah 
menjadi milik pembeli. 

Berbeda dengan PPJB yang belum lunas, di mana perjanjiannya masih bersifat 

pendahuluan dan belum menimbulkan peralihan hak atas tanah atau bangunan secara 
hukum, sehingga kepemilikan tetap berada pada pihak Developer. Apabila Developer 

kemudian dinyatakan pailit, maka PPJB tersebut menjadi tidak berlaku sesuai dengan 
ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Akibatnya, seluruh harta 
kekayaan milik Developer akan masuk ke dalam boedel pailit sebagai bagian dari proses 

kepailitan(Jamillah et al., 2021). 
Pemegang PPJB yang belum lunas menurut Undang-Undang KPKPU 

dikategorikan sebagai kreditor konkuren. Dalam hal ini, konsumen pemegang PPJB 

memiliki dasar hukum untuk mengajukan tagihan kepada kurator sebagaimana diatur 
dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang KPKPU. Namun, perlu dipahami bahwa 

kreditor konkuren tidak memiliki jaminan hak kebendaan(Luwinanda & Handayani, 
2024), sehingga secara hukum kedudukannya berada pada urutan terakhir dalam 
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penerimaan pelunasan atau pembayaran, setelah kreditor preferen dan kreditor separatis. 
Oleh sebab itu, posisi hukum pemegang PPJB tidak lunas dinilai lebih lemah 

dibandingkan dengan PPJB yang telah lunas. 
Dalam kondisi kedua, yaitu PPJB yang tidak ideal, perjanjian ini dibuat langsung 

oleh pihak Developer dan termasuk dalam akta di bawah tangan (non-otentik)(Johansyah 

& Hoesin, 2022). Pada situasi seperti ini, substansi perjanjian yang seharusnya 
melindungi kepentingan kedua belah pihak menjadi berkurang, karena isi PPJB 

cenderung menguntungkan pihak Developer sebagai penyusunnya. Umumnya, pembeli 

tergiur oleh tawaran bahwa pembuatan PPJB tersebut tidak dikenakan biaya, sehingga 

kerap mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan hukumnya(Indra Jaya & Adjie, 
2024). 

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan isi atau 

substansi perjanjian antara PPJB lunas dan PPJB belum lunas. Dalam praktiknya, PPJB 
lunas umumnya tidak mencantumkan klausul pemberian kuasa mutlak kepada pembeli. 

Sementara itu, PPJB belum lunas biasanya juga tidak memuat ketentuan yang mengatur 
penyelesaian apabila transaksi jual beli dibatalkan di tengah proses, sehingga tingkat 

perlindungan hukum terhadap pembeli menjadi lebih lemah(Eddy & Sudiro, 2022). 
Dalam hal PPJB baik yang sudah lunas maupun belum lunas, pihak Developer 

biasanya menitikberatkan pada proses penyerahan (levering) atas tanah atau bangunan 
yang telah dibeli oleh konsumen(Irwansyah et al., 2025). Setelahnya, pembeli diminta 

menunggu hingga sebagian besar unit tanah atau bangunan milik Developer berhasil 

terjual, sehingga pemecahan sertifikat dapat dilakukan secara serentak. 
Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, pembeli dengan status PPJB lunas belum 

dapat mengubah perjanjian tersebut menjadi Akta Jual Beli (AJB). Secara otomatis, 
pembeli juga belum memiliki hak untuk melakukan peralihan kepemilikan tanah atau 

bangunan dan membaliknama sertifikat atas namanya sendiri. Dalam situasi ini, pembeli 
hanya memiliki hak untuk menguasai serta menempati tanah atau bangunan tersebut 

(Apriliana et al., 2024). 
Dalam kondisi demikian, apabila di kemudian hari Developer dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan, maka pembeli dengan status PPJB belum lunas akan 

mengalami perubahan status menjadi kreditor konkuren, sebagaimana telah dijelaskan 
pada keadaan pertama. Artinya, pembeli tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah atau 

bangunan yang telah dicicil, karena PPJB tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan tanah 
atau bangunan tersebut tetap menjadi milik Developer, sehingga akan termasuk ke dalam 

boedel pailit. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status PPJB belum lunas 
memiliki posisi hukum yang lemah, dan solusi untuk kondisi ini sama sebagaimana telah 

dijelaskan pada keadaan pertama. 
Untuk PPJB yang telah lunas dalam situasi tersebut, cara hukum yang tepat untuk 

melindungi hak pembeli adalah dengan mengupayakan agar aset yang tercatat dalam 

boedel pailit dapat dikeluarkan. Hal ini berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, yang 
menjadi dasar hukum pengajuan gugatan lain-lain serta menetapkan bahwa Pengadilan 

Niaga memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan 
sengketa terkait gugatan lain-lain dalam konteks kepailitan(Ramadhani, 2022). 

Yang dimaksud dengan “hal lain-lain” di sini adalah Actio Pauliana, yaitu 
perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau sengketa di mana Debitur, Kreditor, 
Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak, dan perkara tersebut berkaitan dengan 

harta pailit yang dipermasalahkan. Dengan demikian, pembeli yang merasa dirugikan 
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dapat berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU mengajukan gugatan lain-lain ke 
Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan aset atau benda yang menurut penggugat bukan 

merupakan harta milik debitur pailit atau merupakan harta yang sah dimiliki pembeli, 
karena unit apartemen tersebut telah dibeli lunas dan diserahterimakan berdasarkan 
PPJB (Rochmah et al., 2022). 

Selain itu, pembeli dengan status PPJB lunas dapat merujuk pada ketentuan dalam 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016, yang menjelaskan bahwa 

peralihan hak atas tanah melalui PPJB secara hukum terjadi apabila pembeli telah 
melunasi harga tanah, menguasai objek jual beli, dan bertindak dengan itikad baik. Lebih 

lanjut, mengenai pembeli yang beritikad baik, ditegaskan dalam SEMA No. 7 Tahun 
2012 bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pembeli yang bertindak 

dengan itikad baik, meskipun kemudian diketahui bahwa penjual sebenarnya tidak 

memiliki hak atas objek tanah yang dijual (Yogi Setyawan & Waluyo, 2024). 
Dengan demikian, ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 7 

Tahun 2012 menjadi dasar hukum penting bagi pembeli PPJB lunas untuk memperoleh 
perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa status lunas dan itikad baik pembeli 

menjadi faktor krusial dalam menjamin kepemilikan sah atas tanah atau bangunan, 
sekaligus memberikan landasan bagi pembeli untuk mengajukan upaya hukum jika 

terjadi sengketa terkait kepailitan Developer. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat 

meminimalkan risiko kerugian bagi pembeli dan memastikan bahwa hak-hak mereka 
diakui serta terlindungi secara hukum. 

KESIMPULAN 
Pembelian tanah atau rumah melalui mekanisme PPJB, masyarakat perlu 

memahami bahwa terdapat dua tipe PPJB dengan kekuatan hukum berbeda. Untuk 

memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, pertama, PPJB sebaiknya dibuat di 
hadapan notaris, sehingga perjanjian tersebut menjadi akta otentik dengan kekuatan 

pembuktian penuh. Kedua, jika pembeli telah melunasi pembayaran lebih awal, status 
PPJB yang semula belum lunas sebaiknya diubah menjadi PPJB lunas sebagai langkah 

antisipatif. Dalam praktik, PPJB lunas memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi 
dibandingkan PPJB belum lunas. Apabila suatu saat Developer dinyatakan pailit, 

kepemilikan tanah atau bangunan yang telah dibeli tidak akan termasuk ke dalam boedel 

pailit, karena hak atas properti tersebut sudah sah berpindah ke pembeli. Namun, jika 
kepemilikan tetap dimasukkan ke dalam boedel pailit, pembeli dapat mengajukan upaya 

hukum untuk mengeluarkan haknya melalui gugatan lain-lain sesuai dengan Pasal 3 ayat 
(1) UU KPKPU, yang didukung oleh SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 7 Tahun 

2012, sebagai perlindungan bagi pembeli yang bertindak dengan itikad baik. 
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